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Latar Belakang Masalah :
Kebijakan otonomi daerah yang ditetapkan 

pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 32 Ta-
hun 2004, mengharuskan pemerintah daerah melaku-
kan terobosan-terobosan yang memberikan nilai 
positif bagi daerah itu sendiri, guna kemandirian ma-
syarakatnya. Untuk merealisasikan maksud tersebut, 
bidang ekonomi merupakan salah satu hal yang ha-
rus diprioritaskan karena mengembangkan investasi 
dan bisnis merupakan kegiatan untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat dan sekaligus meningkat-
kan penerimaan daerah untuk membiayai program 
pembangunan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan an-
tara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, telah 
mengatur pendanaan untuk daerah yang masih di-
alokasikan oleh pemerintah pusat dalam bentuk 
Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus 

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal  Kabupaten Minahasa Selatan 
adalah salah satu dari berbagai instansi pemerintah yang berusaha memberikan pelayanan 
kepada masyarakat. Pelayanan disini adalah pelayanan dalam pembuatan surat izin usaha 

investasi swasta. 
Pelayanan perizinan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman 
Modal Kabupaten Minahasa Selatan untuk investasi swasta, merupakan bagian dari pelayanan pub-
lik itu sendiri, dimana pelayanan yang diselenggarakan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan pener-
ima pelayanan perizinan investasi swasta di Kabupaten Minahasa Selatan khususnya para penanam 
modal swasta sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. 
Terpenuhinya pelayanan yang sama dan merata, pelayanan yang tepat waktu, pelayanan yang mu-
dah, pelayanan yang ramah, pelayanan yang jujur, dan pelayanan yang gratis menjadi alasan men-
gapa para penerima pelayanan memandang positif terhadap kinerja/pelayanan Dinas Perindustrian, 
Perdagangan  dan  Penanaman  Modal Kabupaten  Minahasa Selatan.
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(DAK) dan sebagainya. Namun alokasi dana yang 
disediakan tersebut terbatas sedangkan di sisi lain 
kebutuhan daerah akan pembangunan makin bertam-
bah dengan jumlah dana yang tidak mungkin disiap-
kan sepenuhnya oleh pemerintah daerah, sehingga 
diperlukan adanya tambahan dana dari sektor lainnya 
untuk membantu membiayai pembangunan di daerah 
dan salah satu di antaranya yaitu sektor swasta baik 
asing maupun dalam negeri dalam bentuk Penana-
man Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman 
Modal Asing (PMA) untuk sektor usaha yang diiz-
inkan oleh pemerintah.

Tujuan :
a. 	 Mendeskripsikan kualitas pelayanan Pem-

buatan surat izin investasi swasta yang di-
laksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perda-
gangan, dan Penanaman Modal Kabupaten 
Minahasa Selatan 
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b. 	 Untuk mengetahui apakah pelayanan yang di-
berikan oleh Dinas Perindustrian, Perdagan-
gan dan Penanaman Modal Asing Kabupaten 
Minahasa Selatan sudah memenuhi standar 
pelayanan. 

Tinjauan Pustaka :
Kualitas memiliki hubungan erat dengan 

kepuasan pelanggan. Kepuasan memberikan suatu 
dorongan kepada pelanggan untuk menjalin ika-
tan hubungan yang kuat dengan perusahaan. Dalam 
jangka panjang ikatan seperti ini memungkinkan pe-
rusahaan untuk memahami dengan seksama harapan 
pelanggan serta kebutuhan mereka.

Pelayanan dikatakan sebagai cara melayani, 
membantu menyiapkan, mengurus, menyelesaikan 
keperluan, kebutuhan seseorang atau kelompok 
orang. Obyek yang dilayani adalah masyarakat yang 
terdiri dari individu, golongan, dan organisasi (seke-
lompok orang anggota organisasi).

Kualitas pelayanan difokuskan kepada cara 
penyerahan dan pada saat penggunaan sejauhmana 
dapat memenuhi ketentuan-ketentuan dasar desain 
atau kesepakatan serta waktu pemeliharaan dan per-
baikan. 

Pembahasan :
Pelayanan sebagai proses pemenuhan kebu-

tuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung, 
merupakan konsep senantiasa aktual dalam berbagai 
aspek kelembagaan. Bukan hanya pada organisasi 
bisnis, tetapi telah berkembang lebih luas pada tatan-
an organisasi pemerintah. Hal ini disebabkan oleh 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
semakin maju  dan kompetisi global yang semakin 
ketat.

Dalam kondisi demikian hanya organisasi 
yang mampu memberikan pelayanan yang memuas-
kan dan berkualitas akan merebut hati pelanggan, 
seperti halnya lembaga pemerintah semakin dituntut 
untuk menciptakan kualitas pelayanan yang dapat 
mendorong dan meningkatkan kegiatan ekonomi. 
Oleh karena itu, pelayanan aparatur harus lebih pro-
aktif dalam memberikan layanan kepada masyarakat, 
sehingga pelayanan yang diberikan dapat memberi-
kan citra positif terhadap lembaga pemerintah terse-
but.

Pelayanan tidak bisa dilepaskan dari fak-
tor manusia, baik sebagai pemberi layanan maupun 
penerima layanan. Manusia sebagai sumber daya 
dalam organisasi menjadi alat dalam menggerakkan 
roda organisasi. Dinas Perindustrian, Perdagangan 
dan Penanaman Modal Kabupaten Minahasa Selatan 

sebagai instansi yang dibentuk pemerintah untuk 
pengelolaan pemenuhan kebutuhan sebuah unit us-
aha terhadap pembuatan surat izin usaha tidak akan 
bisa dilepaskan dari perilaku mereka sebagai pem-
beri layanan serta perusahaan atau oraganisasi yang 
menjadi  penerima layanan

Menurut Boediono (2003:63) bahwa masyara-
kat merupakan pihak yang ingin memperoleh pelay-
anan yang baik dan memuaskan, maka wujud pelay-
anan yang dibutuhkan adalah;
1. 	 pelayanan yang sama dan merata, adalah tidak 

adanya diskriminasi yang diberikan aparat ke-
pada semua masyarakat.

2.  	 pelayanan  yang  tepat  waktu,  adalah  pelak-
sanaan  pelayanan  umum  yang  dapat disele-
saikan dalam kurun waktu yang telah ditetap-
kan.

3.  	 pelayanan yang  mudah dalam setiap  penguru-
san,  adalah prosedur  atau tata cara pelayanan  
umum  diselenggarakan  secara  mudah,  lancar,  
cepat,  tidak  berbelit-belit, mudah dipahami 
dan dan mudah dilaksanakan. Sekali pelanggan 
mengurus masalah maka didapat jasa pelayan-
an yang lengkap dan tidak perlu lagi menyem-
purnakan kebutuhan itu kepihak lainnya.

4. 	 pelayanan yang ramah, adalah pelayanan yang 
menunjukkan pada sikap, tingkah laku serta tu-
tur kata yang sopan sewaktu melayani.

5.  	 pelayanan  gratis,  adalah  memperoleh  pelay-
anan  secara  wajar  tanpa  gerutu  atau untaian 
kata  lain  yang  mengarah pada permintaan  
sesuatu  baik  untuk  alasan dinas seperti pem-
belian kertas, ganti ongkos cetak atau sejenis-
nya.

6. 	 pelayanan yang jujur adalah pelayanan yang 
bersifat jujur dimana pegawai harus memberi-
kan  penjelasan  yang  sejujur-jujurnya,  jangan  
merasa  berjasa  dalam memberikan pelayanan 
agar tidak timbul keinginan untuk mengharap 
imbalan dari masyarakat.

7. 	 pelayanan yang lengkap, maksudnya adanya 
sarana dan prasarana pelayanan yang lengkap 
sehingga timbul rasa nyaman dan aman saat 
proses pelayanan.
Kualitas pelayanan berhasil dibangun apabila 

pelayanan yang diberikan kepada penerima  pelayan-
an  mendapatkan  pengakuan  dari pihak-pihak  yang  
dilayani. Pengakuan ini tidak hanya dari aparatur/
pegawai tetapi dari customer atau penerima pelayan-
an. Apakah pegawai sudah menerapkan sikap ramah 
dan sopan kepada penerima pelayanan atau belum.

Pada kantor, Dinas Perindustrian, Perdagan-
gan dan penanaman Modal Kabupaten Minahasa Se-
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latan, si pegawai harus bisa bersikap baik ketika me-
layani setiap pengurusan surat izin usaha, misalnya 
memberikan senyuman ketika penerima pelayanan 
tiba atau berhadapan dengan penerima pelayanan 
tersebut, bertutur kata sopan sewaktu melayani dan 
selalu  mengucapkan terima kasih kepada si peneri-
ma pelayanan apabila proses pelayanan telah selesai. 
Dengan melakukan hal tersebut maka si penerima 
pelayanan akan merasa puas datang melakukan pen-
gurusan surat izin usahanya, pelanggan akan merasa 
senang bila berjumpa lagi dengan petugas tersebut, 
sehingga dia akan memberikan persepsi positif ter-
hadap petugas tersebut, persepsi positif itu tidak bisa 
dilepaskan dari sebuah instansi yang  memberikan 
pelayanan.

Dari analisa diatas bisa dilihat bahwa pelay-
anan yang ramah telah dijalankan oleh pegawai dan 
telah berjalan dengan baik. Pegawai sudah berusaha 
untuk tetap bersikap ramah dan sopan kepada semua 
penerima pelayanan, dan penerima pelayanan mem-
berikan respon positif terhadap perilaku ramah dan 
sopan si pegawai, ini ditunjukkan dengan terjalinnya 
sikap akrab antara pegawai dan si penerima pelay-
anan. Keramahan setiap pegawai selalu ditanggapi 
positif oleh penerima pelayanan, hal ini dibuktikan 
dengan pengakuan senang akan pelayanan dan sikap 
maklum terhadap tindakan pegawai.   Jadi bisa dili-
hat bahwa Kepala Dinas mampu mengarahkan pega-
wainya  untuk  menjalankan  pelayanan  yang  ramah  
dan  si  pegawai  juga  telah berhasil menerapkan 
perilaku ramah dan sopan dalam memberikan pelay-
anan kepada sipenerima pelayanan. Dimana sikap 
ramah dan sopan itu bertujuan untuk memberikan 
pelayanan yang memuaskan bagi penerima pelay-
anan sesuai dengan harapan mereka.

Kesimpulan : 
Para penerima pelayanan merasa puas dengan 

pelayanan yang telah diberikan oleh Dinas Perindus-
trian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten 
Minahasa Selatan. Namun tidak   bisa   kita   pungkiri   
bahwa   Dinas   Perindustrian,   Perdagangan   dan 
Penanaman Modal Kabupaten Minahasa Selatan juga 
memiliki kekurangan terutama dalam hal pelayanan 
yang lengkap yakni kurang terpenuhinya penyediaan 
sarana dan prasarana dalam memberikan pelayanan 
yang memuaskan.

Saran : 
Dalam merealisasikan pelaksanaan pelayanan 

kepada para penerima pelayanan pengurusan surat 
izin usaha ada baiknya pegawai agar lebih menin-
gkatkan sikap tanggap, cermat, kinerja yang efektif 

dan efisien, sikap ramah, jujur agar para penerima 
pelayanan semakin merasa puas terhadap pelayanan 
yang diberikan oleh Dinas Perindustrian, Perdagan-
gan dan Penanaman Modal Kabupaten Minahasa Se-
latan.

Sosialisasi informasi perlu ditingkatkan agar 
petugas tidak bersusah payah menjelaskan pelayanan 
serta menyediakan papan informasi untuk tempat 
iklan atau bentuk pemberitahuan lainnya.
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